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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor: ……….……./…../…
TENTANG

 PENETAPAN AKTOR PENANGANAN SISTEM INFORMASI APLIKASI INFORMATIKA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 
KABUPATEN KUTAI TIMUR
	MENIMBANG
	:
	a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu menetapkan Aktor Penanganan Sistem Informasi Aplikasi Informatika melalui Surat Keputusan;

b. bahwa Staff yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang memiliki relevansi untuk ditetapkan sebagai Aktor Penanganan Sistem Informasi Aplikasi Informatika di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.

	MENGINGAT
	:
	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten    Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);                                        
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

	
	
	MEMUTUSKAN :

	MENETAPKAN
	:
	AKTOR PENANGANAN SISTEM INFORMASI APTIKA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

	
	
	BAGIAN 1.

KETENTUAN UMUM

	KESATU
	:
	Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan

1. Development and Operations atau DevOps merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam cakupan pembuatan dan atau pengembangan serta operasi sistem elektronik.

2. Aktor adalah orang yang memerankan role atau peran tertentu.

3. Aktor Penanganan Sistem Informasi Aplikasi Informatika Kabupaten Kutai Timur adalah aktor yang menangani hal-hal berkenaan dengan Sistem Elektronik Aplikasi Informatika Kabupaten Kutai Timur baik berbasis web, mobile apps maupun desktop apps mulai dari tahap-tahap pengembangan hingga kesinambungan operasi atau ”devOps”.

4. Aktor utama atau pemeran utama adalah setiap aktor yang mengampu peran yang bukan peran perwakilan atau peran cadangan yang mana tercantum pada lampiran Surat Keputusan. Adapun Aktor Utama merupakan ASN.
5. Pemilihan aktor didasarkan pada

a) kapasitas internal dinas dan bidang layanan;

b) kompetensi;

c) status kepegawaian dan jabatan.
6. Entitas adalah kata benda dalam bentuk tunggal dan atau jamak yang memiliki perilaku atau kemampuan tertentu dalam suatu proses maupun interaksi (dalam konteks ini interaksi manusia dan komputer) yang dapat berwujud manusia, sistem komputer, maupun objek atau fungsi tertentu pada perangkat lunak.

7. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau entitas yang memiliki peran dan atau pengaruh terhadap proses bisnis.

8. Role atau peran adalah kewenangan yang bersifat eksklusif, memiliki cakupan kerangka kerja tertentu, dapat juga mengacu kepada suatu spesialisasi dalam keprofesian dan atau jabatan.

9. Pola peran penyusun sistem elektronik adalah suatu kerangka yang berisi hirarki dengan pola tertentu yang mana setiap peran entitas menjadi penyusun atas pola peran tersebut, diklasifikasikan dari pola minimum hingga optimum.

10. Aplikasi adalah perangkat lunak yang tersusun atas sekumpulan kode program komputer yang melekat padanya serangkaian prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan tertentu.
11. Informatika adalah ilmu tentang pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, pengeluaran, dan penyebarluasan pengetahuan yang direkam.
12. Aplikasi Informatika atau Aptika adalah program komputer yang tersusun atas kode program, informasi, metode, komponen dalam cakupan teknik informatika.
13. Pengelola Domain dan Aplikasi atau PDA adalah peran utama pada Sistem Informasi Aptika Kabupaten Kutai Timur yang memiliki otoritas administrasi sistem dalam cakupan Domain dan Aplikasi.

14. Pengelola e-Government atau PEG adalah peran utama pada Sistem Informasi Aptika Kabupaten Kutai Timur yang memiliki otoritas administrasi sistem dalam cakupan e-Governance atau tata kelola TI semisal penanganan hal-hal terkait kebijakan dan prosedur sebagai pondasi tata kelola TI.

15. Pengembang Sumber Daya TIK atau PSDTIK adalah peran utama pada Sistem Informasi Aptika Kabupaten Kutai Timur yang memiliki otoritas administrasi sistem dalam cakupan pengembangan sumber daya TIK semisal pengembangan aplikasi, SDM TIK.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

17. Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah semisal belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

19. APBD Perubahan atau APBD-P merupakan perubahan APBD yang disebabkan faktor-faktor tertentu semisal perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA); keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat; kejadian luar biasa.

20. Penetretion Tester atau Pentester atau ‘White Hat’, merupakan aktor dengan peran yang memiliki cakupan fungsi pengujian celah kerentanan sistem, membuat dan mendiseminasikan laporan pengujian celah kerentanan sistem, membuat dan mendiseminasikan rekomendasi atas hasil pengujian celah kerentanan, memberikan dukungan teknis dalam konfigurasi atau pengkodean program, membuat dan mendiseminasikan perubahan atas konfigurasi dan atau kode program, pada cakupan devOps baik infrastruktur TI, sistem operasi maupun kode sumber program komputer secara legal semisal Penetretion Tester membuat janji bertemu dengan seluruh aktor-aktor pengelola teknis dengan memaparkan requirement untuk pengujian teknis, melakukan pengujian sistem dengan bersanding bersama seluruh pengelola teknis tanpa terkecuali pada lingkungan pengembangan, mendiseminasikan dokumen perubahan konfigurasi dan kode sumber kepada seluruh pengelola teknis terkait, dan seterusnya.

	KEDUA
	:
	Menetapkan Aktor Penanganan Sistem Informasi Aplikasi Informatika di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.                                                                        

	
	
	BAGIAN 2.

TUGAS DAN FUNGSI

	KETIGA
	:
	Aktor Penanganan Sistem Informasi Aplikasi Informatika ini bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bidang APTIKA yang terkait dengan Sistem Informasi Aplikasi Informatika dalam hal Pengelolaan Domain dan Aplikasi, Pengelolaan e-Government, Pengembangan Sumber Daya TIK di wilayah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

	
	
	BAGIAN 3.

PENYUSUN STAKEHOLDER

	KEEMPAT
	:
	Penyusun dari entitas Aktor Penanganan Sistem Informasi Aplikasi Informatika diklasifikasikan menjadi tiga jenis pola peran penyusun:

1.
Minimum.

2.
Standar.

3.
Optimum, dengan uraian sebagaimana terlampir.

	KELIMA
	:
	Aktor yang berfungsi untuk membantu peran utama (wakil atau delegasi peran utama) merupakan prioritas yang perlu diupayakan untuk memitigasi kemacetan birokrasi saat peran utama sedang berhalangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Aktor perwakilan ditetapkan dalam dokumen Penetapan Aktor Penanganan Sistem Informasi Aplikasi Informatika secara jelas, tidak kosong dan tidak pula tanpa nama. Aktor perwakilan tidak memiliki syarat harus dijabat oleh ASN, dan apabila aktor perwakilan bukan merupakan pegawai internal pemerintah maka pelibatan mempertimbangkan kontrak kerja yang sedang berjalan dan kompetensi yang diperlukan.

	KEENAM
	:
	Dalam kondisi peran-peran utama dan wakil terkendala dalam proses masukan, sunting dan hapus data, maka developer dapat memberikan dukungan teknis TI sesuai dengan kapasitas dan kesempatan yang ada.

	KETUJUH
	:
	Dalam kondisi pada lampiran Keputusan tidak tertulis peran dan nama terang Penetretion Tester, dengan uraian tugas:

1.
Menguji celah kerentanan sistem (informasi, server, jaringan), 

2.
Menutupi celah kerentanan yang ditemukan, 

3.
Membuat dan membagikan laporan perubahan yang dilakukan kepada tiap-tiap pengelola teknis,

maka upayakan agar menggunakan layanan hosting yang lebih berpengalaman, tier yang lebih tinggi, dan sumber daya yang lebih mendukung.

	KEDELAPAN
	:
	Dalam kondisi stakeholder terkait kekurangan sumber daya TIK, peran yang berbeda dapat diisi oleh orang yang sama. Dalam hal peran utama sama dengan peran perwakilan, atau tidak ada ketersediaan kompetensi atau sumber daya TIK yang relevan untuk mengisi peran perwakilan, maka peran perwakilan ditiadakan.

	KESEMBILAN
	:
	Apabila ada perubahan dalam bentuk jumlah peran, atribut peran, nilai yang mengisi atribut peran, ditetapkan dalam dokumen penetapan yang baru. Dengan ketentuan dokumen baru mengganti dokumen lama, bukan sebagai dependensi dokumen lama.

	KESEPULUH
	:
	Aktor Penanganan Sistem Informasi Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian.

	
	
	BAGIAN 4.

ANGGARAN

	KESEBELAS
	:
	Biaya yang dikeluarkan pada cakupan DPA dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan berdasarkan DPA, Anggaran Belanja Langsung  Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur.

	KEDUABELAS
	:
	Dalam kondisi ada biaya-biaya tak yang terduga, maka biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).


	KETIGABELAS
	:
	Dalam kondisi DPA dan APBD-P tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang terkait dengan demand operasi (semisal web panel/ laman dashboard untuk developer mengelola SE, mailer otomatis untuk informasi alert insiden siber kepada developer, SIEM, autobackup/ snapshot, 24/7 IT Support chat & chatbot, reset, DC Tier 3 ke atas), tugas dan fungsi, maka keberlangsungan operasi sistem menggunakan sumber daya yang dapat digunakan untuk beroperasi, menjalankan tugas dan fungsi sementara waktu hingga belanja yang diperlukan terkait operasi, tugas dan fungsi masuk ke dalam DPA dan atau APBD-P.


	
	
	BAGIAN 5.

KETENTUAN LAINNYA

	KEEMPATBELAS
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  ketentuan bilamana di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

	
	
	


	PROSES SURAT


	NO.

	NAMA

	JABATAN

	PARAF


	1.

	(Free Memory)
	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
	
	2.

	(Free Memory)
	Kasubag. Umum dan Kepegawaian 
	

	
	Ditetapkan di  : Sangatta

Pada Tanggal  : 16 Oktober 2024

	
	Kepala Dinas,

(Free Memory)
Pangkat / (Golongan)
NIP. 123..




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR:

TENTANG PENETAPAN AKTOR PENANGANAN SISTEM INFORMASI APLIKASI INFORMATIKA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
POLA PERAN PENYUSUN SISTEM ELEKTRONIK
Minimum

· Penanggung Jawab

· Pengelola Teknis

Standar

· Penanggung Jawab
· Pengelola Teknis

· Developer

· System Administrator

· Website Administrator

Optimum
· Penanggung Jawab (Web-Admin | Jabatan Struktural)
· Pengelola Teknis

· Pengelola Pusat Data (jika menggunakan DC Pemerintah)

· Developer

· System Administrator
· Penetretion Tester

· Entitas Tanggap Insiden Siber

· Web-Admin | Sekretaris
· Web-Admin | Kepala Bidang
· Web-Admin | Pengelola Domain dan Aplikasi
· Web-Admin | Pengelola e-Government
· Web-Admin | Pengembangan Sumber Daya TIK

· Web-Admin | Pengelola Informasi dan Dokumentasi
· Web-Admin | Simpul Komisi Informasi
Ketentuan lainnya:

· dalam kondisi keterbatasan SDM hingga pola yang dipilih adalah pola Minimum, maka Pengelola Teknis menangani hal-hal teknis seputar teknologi informasi dari peran-peran yang ada di bawahnya pada pola Optimum, sedangkan penanggung jawab menangani hal-hal di luar dari teknis tersebut sesuai dengan kapasitas/ kemampuan dari Pengelola Teknis;

· setiap peran dianjurkan memiliki wakil atau entitas yang memiliki fungsi delegasi dari peran utama;

· pola bersifat fleksibel, dalam artian dapat memilih satu pola untuk ditambahkan peran-peran lain yang diperlukan, semisal pola yang dipilih pola Standar, kemudian ditambahkan beberapa website administrator;

· fungsi dari peran developer dan system administrator selepas aplikasi masuk tahap produksi merupakan fungsi yang harus tersedia secara internal pemerintah untuk mitigasi risiko faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan operasi semisal: maintenance, update, pengembangan. Aktor tersebut harus secara jelas ditetapkan (tidak anonymous) dan tertulis pada dokumen penetapan aktor penanganan sistem informasi/ elektronik.
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR:

TENTANG PENETAPAN AKTOR PENANGANAN SISTEM INFORMASI APLIKASI INFORMATIKA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
SUSUNAN DAN PERSONIL AKTOR PENANGANAN

SISTEM INFORMASI APLIKASI INFORMATIKA

1.
Kepala Dinas


Nama
:
(Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Terkini)
2.
Sekretaris


Nama
:
(Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Terkini)
3.
Penanggung Jawab Sistem Elektronik dan Verifikator

Nama
:
(Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfosp Kutim terkini)
4.
Pengelola Teknis Sistem Elektronik


Nama
:
(Free Memory)

NIP
:
(Free Memory)
5.
Wakil Pengelola Teknis Sistem Elektronik


Nama
:
(Free Memory)

NIPPPK
:
(Free Memory)
6.
[Website Administrator] Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Nama
:
(Free Memory)

NIP
:
(Free Memory)
7.
[Website Administrator] Wakil Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Nama
:
(Free Memory)

NIP
:
(Free Memory)
8.
[Website Administrator] Pengelola Domain dan Aplikasi


Nama
:
(Free Memory)

NIP
:
(Free Memory)
9.
[Website Administrator] Wakil Pengelola Domain dan Aplikasi

Nama
:
(Free Memory)

NIPPPK
:
(Free Memory)
10.
[Website Administrator] Pengelola e-Government

Nama
:
(Free Memory)

NIP
:
(Free Memory)
11.
[Website Administrator] Wakil Pengelola e-Government

Nama
:
(Free Memory)

NIP
:
(Free Memory)
12.
[Website Administrator] Pengembangan Sumber Daya TIK


Nama
:
(Free Memory)

NIP
:
(Free Memory)
13.
[Website Administrator] Wakil Pengembangan Sumber Daya TIK


Nama
:
(Free Memory)

NIP
:
(Free Memory)
Email Operasional

	(Free Memory)

| Bidang APTIKA DISKOMINFOSP KUTIM
(Free Memory)

| Pengelola Teknis


Keterangan Lainnya

· Penetretion Tester. Belum ada Staf Inspektorat Wilayah dan Diskominfosp Kutai Timur teridentifikasi atau dideklarasikan memiliki kapasitas Audit/ Pentest sistem informasi dan infrastruktur TI (Hosts, Networking, Apps), maupun ditugaskan untuk Pentest.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR:

TENTANG PENETAPAN AKTOR PENANGANAN SISTEM INFORMASI APLIKASI INFORMATIKA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
AKTOR PENANGANAN SISTEM INFORMASI APLIKASI INFORMATIKA
1.
Penanggung Jawab Sistem Elektronik

Penanggung Jawab Sistem Elektronik memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, serta pengembangan teknis.

2.
Wakil Penanggung Jawab Sistem Elektronik

Wakil Penanggung Jawab Sistem Elektronik memiliki fungsi membantu Penanggung Jawab Sistem Elektronik dalam penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Sistem Elektronik.

3.
Pengelola Teknis Sistem Elektronik

Pengelola Teknis Sistem Elektronik memiliki tugas dan ruang lingkup kegiatan pengelolaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4.
Wakil Pengelola Teknis Sistem Elektronik

Wakil Pengelola Teknis Sistem Elektronik memiliki fungsi membantu Pengelola Teknis Sistem Elektronik dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

5.
Website Administrator
Website Administrator merupakan Aktor yang memiliki akun dan berperan sesuai dengan perannya pada sistem informasi Smart City Kutai Timur.

6.
Wakil Website Administrator
Wakil Website Administrator merupakan Akor yang memiliki fungsi delegasi/ perwakilan dari penanganan akun Website Administrator.

7.
Penetretion Tester
Penetretion Tester Sistem Elektronik memiliki tugas dan ruang lingkup kegiatan pengujian, pencegahan dan penanggulangan celah kerentanan sistem elektronik pemerintahan dari sisi Hosts dan atau Networking dan atau Apps.
8.
Wakil Penetretion Tester
Wakil Penetretion Tester Sistem Elektronik memiliki fungsi membantu Penetretion Tester dalam melaksanakan kegiatan pengujian, pencegahan dan penanggulangan celah kerentanan sistem elektronik pemerintahan dari sisi Hosts dan atau Networking dan atau Apps.
SALINAN





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR


DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA


STATISTIK DAN PERSANDIAN


Jl. Prof. Dr. Sudiatmo, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683


Telepon. (0549) 2021207, Pos-el diskominfo@kutaitimurkab.go.id


Laman www.diskominfo.kutaitimurkab.go.id





Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Kutai Timur, di-Sangatta (Sebagai Laporan)


2. Wakil Bupati Kutai Timur, di-Sangatta


3. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur, di-Sangatta


4. Inspektur Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur, di-Sangatta


5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Timur,di-Sangatta
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